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PEMERINTAH KABU PATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

~

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : /S5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA TANAMAN, BENIL/BIBLT

SERTA PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan daerah
pada umumanya dan pembangunan sektor perkebunan dan
kehutanan pada khususnya, maka perlu upaya untuk pengaturan,
pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam juga
mewujudkan usaha perkebunan dan kehutanan yang efisien dan
efektif, Dberdaya saing tinggi serta Dberkelanjutan dalam
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani perkebunan dan
kehutanan, meningkatkan penerimaan devisa dan pemenuhan
kebutuhan bahan baku industri serta mendorong peningkatan
kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;

baliwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu pengaturan
tentang perizinannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara tahun
1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya/Dati I Metro
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3825);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Neraga RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3839).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuvangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3848).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) dan diubah
Undang-undang 34 Tahun 2000;
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3209);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi
Daeralh (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3692); :
Pembentukan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2001
Tentang Kewenangan Daerah Iabupaten Sebagai Daerah
Otonom);

Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
Kabupaten Lampung Timur.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA TANAMAN, SERTA
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

a.

b.

Daerah

Kepala Dacrah

Pemerintah Daerah

adalah Kabupaten Lampung Timur
adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur

adalah Bupati Lampung Timur

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lampung Timur
Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah (DPRD) Lampung Timur



=y

I]"Q

h

T 4

.

1L

s

Dinag
Kepala Dinas

Pejabat

Retribusi

Wajib Retribuzi

Izin

Badan Usaha

Tanaman
Unit Pengolahan Hazil (UFH)

Surat Pendaftaran Obyek
Retribust Daerah (SPDORD)

Surat ketetapan Retribusi
Daerah (SERD)

Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Korang Bayar
(SKRDEEB)

“adalah Perorangan / Kelompok

adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Lampung Timur,

;adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan

:‘;f‘habupaten Lampung Timur.

-adalah Pat'awal vang diberikan tugas tertentu di

Bidang ] Retnbu*x Daerah sessai dengan Peraturan

Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

adalah pmlgutan resmi yang dikenakan kepada
Perorangan/ Kelompok / Koperasi / Badan Usaha

atas 1zin, Pelayanan dan Pembinaan yang
diberikan Pemerintah Daerah bntnk melakokan

kegiatan Usaha Tanaman, Pengolahan Hasil

Perkebunan dan Kehutanan

Koperast /
Badan Usaha yang menurut peratnran perundang-
undangan retribust diwajibkan uatuk melakukan
pembayaran retribusi.

adalah izin yang diberikan oleh hepala Daerah
kepada Perorangan / Kelompok / Koperasi /
Badan Uszaha yang melakukan kegiatan uvsaha
tanaman, serta pengolahan hasil Perkebunan dan
Kehutanan

adalah spatu bentuk badan vsaba yang meliputi

-Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,

Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah
serta Badan Usaha Lainnya dengan nama dan
bentuk apaplm

adalah semua jenis tanaman Perkebunan dan
Kehutanan.

adalah Unit pengolahan  hasil
Perkebunan dan Kehutanan

produksi

adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan data obyak retribusi
sebagai dasar penghitungan dan pembayaran
retribusi  yang terhutang menurut Peraturan
Perundangan Retribusi Daerah

adalah Sorat kefetapan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terhotang.

adalah  Surat kétetapan yang menentukan
besarnya jumlah refribusi daerah yang terhutang.



. Surat Ketetapan Retribusi adalah Swvrat Keputusan yang menentukan

Daerah Rurang Bayar besarnya tambahan atas juomlah retribusi yang
\ Tambahan (SKRDERT) ditetapkan.
s, Zurat Ketetapan Retribusi : adalah Suvrat Keputusan yang menentukan
Draerah Lebih Bayar  besarnya jumlab kelebthan pembayatan retribusi
(SKRDLE) karena jumlahn kredit retribusi lebih besar

daripada  retribvsi  yang terhutang tidak
seharusnya terhutang.

. Sorat Tagihan Retribusi . adalah Sovrat untuk melakukan tagihan retribusi
Daerah (SIRD) ' dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.
u. Nemor Pokok Wajib Retribuzi © adalab Nomor wajib retribusi yang terdaftar dan
Daerah (NPWRD) menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
v.  Utang Refribusi Daerah :  adalah siza otang retribust atas nama wajb

retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB
dan SKRDEKIB vyang belum kadaluarsa dan
retribust lamnnya yang masth terutang,

w.  Kaz Daerah : adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Timur,
3
BAB I

NAMA, SUBYEK DAN OBYEXK RETRIBUSI
Pagal 2
Dengan nama Retribust Izin Usaha Tanaman, gerta Pengolahan Hasil Perkebunan dan

Kehutenan dipungut Retribusi atag izin dan pelayanan serta pembinaan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur,

Pasal 3
Subyek Rebribusi adalah Percrangan / Kelompok / Koperasi / Badan Usaha yang melakukan
' kegiatan Usaha Tanaman, serta Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan
Pazal d

Gbyek Retribust adalah izin pelayanan dan pembinaan yang diberikan Pemerintah Daeran
dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam

e



BAB III
GCLONGAN RETRIBUSI
Pasgal 5
Retribugi Izin Usaha Tanaman, serta Pengolohan Hasil Perkebunan dan Kehutanan adalah
termasuk dalam golongan Retribusi Izin Usaha. ‘
?
BAB IV
CARAMENGUEUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA |
Pazal 6

Tingkat penggonaan jasa dinkut berdasarkan jumlah surat 1zin yang diberikan / dikelvarkan,

BAB YV

PRINEI? DAN SASEARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIKF

Pazal 7
Prinzip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada

kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya pembuatan surat izin, biaya operasional
pelayanan dan pembinaan serta memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

EAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pagal & |
(1). Struktur tarifretribusi digolongkan berdasarkan luas, komoditi yang divsahakan.
(). Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
a. Usaha Tanaman Perkebunan dan Ke hutanah

1) Kelas A : Luvasan Usaha Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
500 Ha, besarnya retribusi sebezar Rp. 5.000.000 -
sedangkan luasan lebth dart 501 Ha besarnya retribusi
dilkalikan nilai kelipatan retribust Kelas A

23 RelazB : Luasan Usaha Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
101 - 500 Ha, besarnya retribusi Rp. 2.500.000,-
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iuazan Usaha Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
26 - 100 Ha, bezarnya retribusi Rp. 1.600.000,-

Tuazan Uszaha Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
20 - 25 Ha, besarnya retribosi Rp. 500.000,-

LTuazan pzaha tanaman perkebunan dan kehutanan
15 - 19 Ha, begarnva retribusi Rp. 250.000,-

Luasan veaha fanaman perkebunan dan kehutanan
10 — 14 Ha, besarnya retribusi Rp.100.000,-

Luasan uzaha tanaman perkebunan dan kehuotanan 5 - 2
Ha, bezarnya retribusi Rp. 50.000,-

Penjualan Haztl Clahan Komoditt Perkebunan dan Kehuotanan

Ferlebunan -

1. Lada menjadi lada hitam Rp. 15/Kg
2. Cabe Jawa menjadi cabe Jowa kering Rp. 10/Xg
3. Karet 5lab menjad: azapan Rp. 10/Kg
4. Aren— Nira menjadi gula . Rp. 5/Kg
- menjadi ok Rp. 57/Kg

- Denjadi Sagn _ Rp. 10/ Kg

5. Panili  —bassh 25/Kg
— kering 500/ Kg

8. Tebu - menjadi pula 5/Kg

[
L Eels

-

L Kemiri ~ bii Kering
g Eopi - Gelondongan menjadi byl kopi
oa - manjadi kopra

5/Kg
10/ Kg

5/ Kg
Mira menusadi gula merah 5/Kg
MO LIURE nmnjadx arang 5/Kg

1M
_1'
L K

£58 FEEEE £8%

10 Kakao 1 mﬂgum bm kering 15/Kg

11 Kelapa Sawit (TBS) 5/Kg

12, Mimyak Atz 500/Lr
Fehnianan

Tanay, Bemambuy Rp. 20/Btg

1/ Se eca, Cacmg Rp. 5/Kg

Rp. 10/Btg

yadi Kemenyan : Rp. 100/Kg

)  menyads inyak Rp. 35300/l

Gondo Rukem - Getah

Rp. 100/Kg

- Biji Rp. 100/Kg

Mipah - Mira menjadi gola merah Rp. 5/Kg
- Menjadt

g

fiuk Rp. 5/Kg

- Menjads Sirap Rp. 53/Eg



BAB VII
PEMEBINAAN DAN PEN(JAWAS AN
Pazal 9

Pembin naan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tanaman, serta pengelahan hasil perkebunan dan
kehutanafi dilakzanakan oleh Kepala Dau ah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pazal 10

Retribuzi vyang terhotang dipungot di wilayah daerah tempat kegiatan pzaha tapaman, serta
pengolshan hasil perkebunan dan kehutanan

BAB IX
TATA CARAPEMUNGUTAN
Pazal 11

(1). Pemungutan retribuai tidak dapat diborongkan,
(2). Retribusi dipongut dengan menggunakan SKRD atau dokumen fain yang dipersamakan

BAE X
MASA RETRIPUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pazal 12

Masza Refribugt adalsh selema uzahanya masih beroperasi melakukan kegiatan.

Fazal 13.

Saat refeibugi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atay dokumen lain yang
diperzamakan.
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BAB XTI
TATA CARA PENDATAAN
Pasal 14

i1). Untwk  mendapatkan  data  wajib retribusi  perlo dilakukan pendataan wajib retribusi secara
kontinyu. '

(2. Kegtatan pendataan diawali dengan persiapan (1okuxnen/ formulir dan pencatatan data wajib
retribusi pada lokasi pendataan.

BAB XII
TATA CARA PENGISIAN SURAT PENDAFTARAN

Pazal 15

EanXy
s
o

). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.

3. BPdORIY zebagaimana dimaksud pada avat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh wajib refribusi atau kuasarnya.

(3). Bentuk, iz, serfa cara pengizian dan penyampaian SPAORD sebagaimana dimaksud ayat (1)
pazal 11 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3
BAB XIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pazal 16

(1) Berdasakan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) ditetapkan refribusi
dengan menerbitican SKRD atau dokomen lain yang dipersamakan

{13 Apabila berdazarkan hasil pemertksaan dan ditemuokan data bars dan atau data semula belom

Ien,c_'l\ap yang menvebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan
SERDXSBT.

i3). Bentuk, 151 dan tata cara penerbitan SKRD atas  dokomen lain  yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan SKRDEBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Daerah.



BAB XIV

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS
KEBERATAN YANG DIATUEAN

Pazal 17

(1. a1 iib retribuzi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atan pejabat yang ditunjuk
as SKRD atau dohumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(1). Keperatan diainkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

7

(3} Dalam hal wajib retribust mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus
dapatmembultikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut,

(4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bolan sejak tanggal SKRD
atay dokumen lain vang dipersamakan, SKRDEBT dan SKRDLE diterbitkan, kecuali apabila
W _11‘3 retribuzt fertentu dapat mengajukan babwa jangka waktu it tidak dapat dipenuhi karena
keadaap diivar kekuasaannya

£5). Keberadaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

{6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribust.
Pazal 18

(1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harvs memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

{2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan depat menerima selurnhnya atau sebagian serta
moenolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

{2). Apsbila janghka waktu zebagaimana dimakeud pada ayat (1) telah lewat dan kepala Daerah tidak -

=7 v ol bl

mqmbprdxan :uata keputozan, maka keberatan vang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XV
TATA A PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI
Pazal 19
(1). Pembayaran retribusi yangv terhutang haros dilunasi sekaligus.

(2). Pembayaran retribusi Daerab dilakukan melalui bendaharawan Khusus penerimaan sesnai dengap
batas waktu pembayaran selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD
atan dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKET dan SKRDLB.
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setelah Iewat walkin yang ditentukan sebagaimana
<si adminsstrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

5 ; an bukti pmnbayafan dan dicatat dalam buko penerimaan
rente can whran buku penerimaan serta bukti pembayaran retribusi ditetapkan

Paszal 20

imaan retribusi dititipkan sebagai bertkut

{hrh 3:!.:&5,1?.1 lzma fr.-er'r:en) dan *“\ % (delapan puluh lima persen) penerimaan
| tah Daerah Kabupaten.
i) dari 85 % (delapan pulsh lima persen) penerimaan

hi Daerah Propinst.

sienal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b, siaka
ditrebunkan kepada Pihak Pemohon atau Wayib ret ibusi.

T AT VT
oY -\_w'{

Criw et a R E N T A N K ADATLUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

noateny Surat lain vang sejenis sebagat awal tindakan
¢ dikelvarkan segera setelah 7 (tujuh) han sejak jatwh

'Pteiah tanggal Surat Tegoran (peringatan) zurat lain yang
a1 refribusinya yang terhutang,

 dimaleud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

eibuzi dinyatekan kadalvarza setelah melampaui jangka
L ozaab terulangnya retribuzi, kecuall apabila wajib retribusi
retrhust.

ot sebagaimans dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

v"r\ BTy ""f

1 utang reiribus dari wab retribust bark langsung mauvpun tidak langsung.
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BAB XVII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
g ) :
' Pasal 23
Atas  kelebihan pembayat%an retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala daerah. :

. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dlterxmanya permohonan

keiebthan pembayaran retribusi zebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

. Apabila j'ang,ka waktu dimaksud pada ayat (2) telah dilampavi dan Kepala Daerah tidak

memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan
SERPLE harug diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

) nga ila wapb retribusi mempum ai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribust

>agaimana dimaksod pada, ayat (1) lanEsunc' diperhitungkan untok meluna=1 terlebxh dahulu
uta.t g refribust tersebut.

). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka walktu paling lama 2 (dua) bulan zejak diterbitkan SKRDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2

(dua) bulan, Eepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
aua) , Ihej Z oua p
keteriambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pazal 24.

3. Permohonan pengembalian kelebthan pembayaran retribusi diajukan zecara tertulis kepada

Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a.  Nama dan alamat waiib retribusi;

b Masza retribusi; )

¢.  Besernya kelebihan pembayaran;

d.  Alasan yang singkat dan jelas.

3. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau

melalyy Poz tercatat,

2). Bukti i pener imaan oleh Pejabat Daerah atan bukti pengiriman Pos tercatat mernpakan bukti saat

permohonan diterima oleh Kepala daerah

5. Pengembalian kelebthan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah

membayar kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribust lainnya
sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (4), pembayaran chlakukan dengan cara pemindah
bulwan dan bukti pemindah bukuan jpga berlaku sebagai bukti pembayaran



~ BAB XVIII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Paszal 26

—~
ek
——

. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam
nazal 16 dan STRD sebagaitmana dimaksud dalam pagal 19 ayat (3) dicatat dalam buku jenis

r
retribust masing-masing,

(2). BERD atau doknmen lain yang dipersamalkan SKRDEKTB dan STRD vatuk masing-masing wajib
retribusi dicatat sespat NPWRD.

(3). Arsip. Dokumen yang telah dicatat disimpan sesval dengan Nomor Berkas secara berurutan.

Paszal 27
(1). Bezarnya penetapan dan penyetoran retribust dihimpun dalam buku jenis retribusi.

(2). Ataz dazar buku jems refribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibaot daftar penerimaan dan
tunggakan per jents ratribosi.

(3). Berdasarkan daflar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per {enis retribusi sesuai dengan masa refribusi.

?
BAB XIX
TATAT CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Paas!

23

(1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, kekeringan dan pembebasan retribusi.

(2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan memperhatikan kemampuan wafib refribusi, antara lain vpatuk mengangsur, karena
beticana alam dan kerusuhan.

3. Tafa cara pengurangan, keringanan dan pembebacsan refribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAE XX
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.
Fasal 29

(1. Wajtb retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitan
kesalahan tulig, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalan penerapan.
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Wajib retribost dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribust yang terhutang dalam hal sankst
terzebut dikenakan lkarena kekhilafan vwajib retribusi atan bukan karena kesalahannya.

3. Wajib retribusi dapat mengajokan permohonan pengurangan atau pembatalan retribusi yang tidak
benar.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan,
penghapusn atay pengurangan, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan
pembatalan sebagaimana dimaksud pada avat (3) harus di“ampaﬂ\an secara tertulis oleh wajib
retribusi kepada kepala daerah, atay pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan
untuk mendnkung permohonannaya

Keputuzan atay permobonan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dikeluvarkan oleh Kepala
Daerah aton Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima.

). Apabila zetelab lewat waldy 3 (tiga ) bolan zebagaimana dimaksud pada ayat () Kepala Daerah

atan Pejabat vang ditunjuk tdak n‘mmbr:rxkdn Keputuzan, maka permochonan pembetnlan
pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabuolkan

BAB XXI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 30

(1). Instansi pemungut bertanggnng jawab kepada Kepala Daerah.

(2). Instansi pemungot dalam melalizanakan tugasnya secara teknis harvs sespai dengan prosedur dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
EETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN |
Pazal 31

Ten ga -agsan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh

epala Daerah atau Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

SR

23, Tata acara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksvd ayat (1) Pasal ini

ditefaplkan oleh Kepala Daerah.



BAD XXT1I
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

(1) ¥Vajib refribusi yang tidak melakeanakan kewajibatnya selingga merugikan kevangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (cnam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah)

S

{2). Tindak pidana sebagaaiman dimakend pada ayat (1) adalah pelanggaran.

.
Lo
-

Petugas peleksanan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan
Prmermhh Daerah don atau mas 'atakat, diambil tindakan tegas cesuai peraturan perundang-
undangan yang berlalu.

BAB XXIV
EETENTUAN PENYIDIEAN
Pasal 33

{1). Pejabat pegawai negeri sipil tertenty dilingkungan Pemerintah Daerab diberikan wewenang
khusus sebaga nemidﬂ\ untuk melakukan pxmyxdlkkkk tindak pidana dimaksud dalam Undang
undang MNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

T

i Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

-~
t

a. Menerima, mencari, mengumpulan dan meneliti keterangan atav laporan berkenaan dengan
tindalk pidana di Bidang refribusi daerah agar ketentuan atau laporan tersebut menjadi lebih
tenghap dan jelag;

5. Meneliti, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana refribusi
dacrah;

2. Meminia keterangan dan bahan bukti dart orang pribadi atay badan sehubungan denzan
tindak pidana di mdmg_ retribusi daerah;

P

Memeriksa buku-buky, catatan-catatan dan dokomra-dokuomen lain berkenaan deagan
tindak pidana di bidang retribusi daerab;

"

g.  Melakukan penggeledahan untuk mendapatkannn bahan buktt pembukuan, pencatatan dan
doetnmennnn-dokomen lain, serta melakukan penyitaan terhadapt bahan bulkti tersebut:

b4y

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana &

bidang retribust daer ah, N



ua

h.

k.

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan aatau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana pada huruf c;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikann tindak pidana di bidang
retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitaliukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Terhadap perorangan/Kelompok/Koperas/Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pengusahaan
tanaman, serta pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan yang tidak ada sebelum berlakunya
peraturan daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya peraturan
daerah ini wajib mendaftarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Daerah 1ni.

BAB XXVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan daerah yang mengatur materi yang
sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Ial-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang peraturan pelaksanaannya lebih
lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.



BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Daeral ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan menempatkan dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur.

Disahkan di : Sukadana
padatanggal : oY HIRET 2002

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ﬁ&a@@&__

IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung
Timur dengan Keputusan DPRD Kabupaten
Lampung Timur.

Nomor : 15/2002

tanggal : 05 Maret 2002.

Diundangkan di : Sukadana

pada tanggal L g e 2002

\S,EKRtf%‘KT‘“Xéi‘S;,DﬁRAI-I KABUPATEN,

" H:SATONO, SH.SP.
.. --Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

b

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002 NOMOR SST




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KARUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: ({ TAHUN 2002 '
' TENTANG

RETRIBUST IZIN USAHA TANAMAN, SERTA PENGOLAHAN HASIL
~ PERKEBUNAN DAN EEHUTANAN

A. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomeor : 12 Tahunr 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tinggkat I Lampong Timuor dan Kotamadya Daerah
Tingkat I Metro dan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
Kabupaten Lampung Timur sebagat Daerah Ctonomi harus mampu mengatwr dan mengurus rumah

langganya sendirl.

Salah sats factor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah adalah
factor pembiyaan, oleh Daerah. Pajak dan Retribusi merupakan Sumber Pendapatan Daerah vang
dapat dimantaatkan ontuk pembiayaan dalam Penyelenggaraan pemerintab dan Pembanguaan

Daerak.

Szjaian dengan Undang-nndang Nomor : 18 Tahun 1997, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah,
vang méhgarah pada sistim pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, efektif dan
efesien sehingga dapat mengerakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka
dipandang perin untuk memungut retribusi kepada Perorangan / Kelompok / Koperasi / Badan Usaha
yang melakokan kegiatan useha tanaman, serta pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan atas 1zin,

pelavanan dan pembinaan yang diberikarn oleh Pemerintah daerah



B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas

x

Pasal 20 ayat (2)

Butir a : Yang dimaksud dengan Untuk insentif adalah untuk diberikan sebagai
Upah Pungut kepada petugas Pemungut retribusi

Butir b : Yang dimaksud dengan Untuk Biaya Operasional adalah Untuk semua
biaya yang dikeluarkan dalam proses kegiatan pembuatan izin, pelayanan
dan pembinaan seperti Biaya Administrasi dan Trasnportasi Tim untuk
Pemeriksaan dan Pembinaan kelapangan.

Butir ¢ : Yang dimaksud dengan Untuk Pemerintah Daeralh Kabupaten adalah
untuk disetorkan ke Kas daeral Kabupaten Lampung Timur.

Butir d : Yang dimaksud dengan Untuk Pemerintah Daerah Propinsi adalah untuk
disctorkan ke Kas Daeral Propinsi Lampung.

{

Pasal 20 ayat (3) . Cukup jelas

Pasal 21 s/d 37 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR: ‘r{
?



